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ABSTRACT

A Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) refers to the misuse of legal instruments to hinder or
silence public engagement, particularly within the environmental sector. Rather than seeking substantive truth,
SLAPPs are intended to create protracted, costly, and exhausting legal proceedings that serve as a deterrent. This
phenomenon occurs not only through civil litigation but also through criminalisation and other repressive
measures. This study analyses the protection of public participation against SLAPPs within Indonesia’s
environmental legal framework and examines the enhancement of Anti-SLAPP mechanisms to provide effective
legal safeguards for environmental matters. The findings aim to contribute to the development of environmental
law and offer recommendations for policymakers and law enforcement officials. The research is normative,
utilising a legal and conceptual approach through literature review and qualitative analysis. The results indicate
that Anti-SLAPP protections have been incorporated into Indonesian environmental law,; however, their
implementation remains limited due to insufficient procedural legal mechanisms. Legal reforms are necessary to
integrate Anti-SLAPP provisions into both civil and criminal procedural law, including the introduction of case
screening at the initial stage and the development of guidelines for law enforcement officials to effectively identify
and halt SLAPPs, thereby ensuring the protection of public participation.

Keywords: Anti-SLAPP; Environmental Law, Public Participation; Strategic Lawsuit Against Public
Participation (SLAPP).

ABSTRAK

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) merupakan penyalahgunaan instrumen hukum untuk
menghambat atau membungkam partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan publik, khususnya
di bidang lingkungan hidup. SLAPP tidak berfokus pada pencarian kebenaran materiil, melainkan menciptakan
proses hukum yang panjang, mahal, dan melelahkan sehingga menimbulkan efek jera. Fenomena ini tidak hanya
muncul dalam bentuk gugatan perdata, tetapi juga melalui kriminalisasi dan tindakan represif terhadap pembela
lingkungan. Penelitian ini menganalisis perlindungan peran serta masyarakat dalam menghadapi SLAPP dalam
sistem hukum lingkungan Indonesia serta mengkaji penguatan mekanisme Anti-SLAPP untuk memberikan
perlindungan hukum yang efektif bagi pembela lingkungan. Penelitian diharapkan berkontribusi pada
pengembangan hukum lingkungan dan menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan serta aparat penegak hukum.
Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual
melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan 4n#i-SLAPP
telah diakomodasi dalam hukum lingkungan Indonesia, namun implementasinya belum optimal karena belum
didukung mekanisme hukum acara yang memadai. Diperlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan Anti-
SLAPP ke dalam hukum acara perdata dan pidana, termasuk penyaringan perkara sejak tahap awal serta pedoman
bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menghentikan SLAPP secara efektif guna menjamin
perlindungan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Anti-SLAPP; Hukum Lingkungan; Partisipasi Masyarakat; Strategic Lawsuit Against Public
Participation (SLAPP).
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PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan instrumen penting dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang demokratis, transparan, dan
akuntabel. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui hak untuk memperoleh informasi, mengajukan
keberatan, menyampaikan pendapat, melakukan pengawasan, serta mengadukan dugaan pencemaran
atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).! Kehadiran masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme
kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat. Partisipasi publik merupakan elemen fundamental yang menentukan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia
memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup
melalui mekanisme partisipasi publik. Perlindungan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 66
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Meskipun demikian, implementasi
ketentuan tersebut masih belum optimal dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum lingkungan
hidup relatif terbatas. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif dalam beberapa putusan pengadilan
yang mulai mengakomodasi semangat perlindungan Anti-SLAPP, salah satunya Putusan Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT.BBL yang menjadikan Pasal 66 UUPPLH sebagai
pertimbangan hukum.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak fundamental yang
melekat pada setiap manusia dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya kehidupan yang bermartabat.
Pengakuan terhadap hak tersebut telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah
satunya melalui Prinsip 1 Deklarasi Stockholm Tahun 19722 yang menyatakan bahwa setiap manusia
memiliki hak fundamental atas kebebasan, persamaan, dan kondisi kehidupan yang layak dalam
lingkungan yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan dan martabat manusia, sekaligus memikul
tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun
generasi mendatang. Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memperoleh
landasan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945° yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa
lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rezim hak asasi manusia. Sebagai
negara hukum (rechtsstaat atau rule of law), Indonesia menempatkan perlindungan hak asasi manusia,
akuntabilitas, kepastian hukum yang berkeadilan, pemerintahan yang terbuka, dan akses terhadap
keadilan sebagai prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara. Keterkaitan antara hak
asasi manusia dan lingkungan hidup menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak dasar yang dapat dipertahankan dan diperjuangkan apabila terjadi pelanggaran. Salah
satu instrumen penting dalam memperjuangkan hak tersebut adalah partisipasi masyarakat (public

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 (2009).
2 United Nations Environment Programme, Declaration of the United Nations Conference on the Human
Environment (1972).
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia,
No. 75 Tahun 1959 (1959).
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participation). Peran serta masyarakat tidak hanya menjadi elemen penting dalam tata kelola lingkungan
hidup yang demokratis, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan hak-hak prosedural lingkungan.
Pengaturan mengenai hak partisipasi masyarakat secara tegas diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan
jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan; mengajukan usul maupun keberatan terhadap rencana usaha atau
kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan; berperan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup; serta menyampaikan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, partisipasi masyarakat merupakan instrumen hukum yang esensial dalam menjamin
perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mewujudkan tata kelola lingkungan
yang berkelanjutan.

Akses terhadap pemulihan hak (access to remedy) dalam perkara lingkungan hidup sering kali
menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat prosedural maupun substantif. Meskipun demikian,
mekanisme peradilan tetap memiliki potensi yang signifikan sebagai sarana perlindungan hak
lingkungan dan penguatan kebijakan publik. Hal ini tercermin dalam perkembangan climate change
litigation di berbagai negara, seperti dalam perkara Urgenda Foundation v. State of the Netherlands dan
Milieudefensie v. Royal Dutch Shell di Belanda®, yang menunjukkan bahwa pengadilan dapat berperan
strategis dalam mendorong negara maupun korporasi untuk mengambil langkah yang lebih progresif
dalam penanganan perubahan iklim. Pada hakikatnya, lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai
ruang fisik tempat berlangsungnya kehidupan, tetapi juga mencakup sistem nilai, tata kehidupan, dan
hubungan ekologis yang menopang keberlangsungan generasi masa kini dan generasi mendatang. Di
tengah masifnya pembangunan yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,
lingkungan hidup perlu ditempatkan sebagai subjek yang harus dilindungi dan dikelola secara
berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai objek eksploitasi yang berorientasi pada keuntungan
ekonomi. Perspektif tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.’

Perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan hidup memperoleh landasan
normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketentuan tersebut merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk
menjamin bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Secara konseptual, gagasan
perlindungan ini berakar pada pemikiran yang dikembangkan oleh Pring dan Canan pada dekade 1980-
an melalui penelitian mereka mengenai partisipasi publik di Amerika Serikat. Penelitian tersebut
mengidentifikasi adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum untuk menggugat individu atau
kelompok yang menyampaikan pendapat mengenai isu-isu kepentingan publik.® Praktik tersebut
kemudian dikenal sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), yaitu penggunaan
proses hukum secara strategis untuk mengintimidasi, membungkam, atau menghambat partisipasi
masyarakat dalam kehidupan demokratis. Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap
partisipasi publik merupakan bagian integral dari perlindungan hak-hak sipil dan politik. Konsep

4 Netty S. R. Naiborhu et al., “Under the Shadows of Business as Usual: Nationally Determined
Contribution (NDC) for Climate Action,” Cogent Social Sciences 10, no. 1 (December 2024): 2419984,
https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2419984.

5 Raynaldo Sembiring, “MERUMUSKAN PERATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST
PUBLIC PARTICIPATION DI INDONESIA,” Bina Hukum Lingkungan 3, no. 2 (2019): 186-203.

® Okky Andaniswari, Dewi Sulistianingsih, and Martitah Martitah, “Civil Legal Protection for
Environmental Warriors,” Formosa Journal of Multidisciplinary Research 3, no. 11 (November 2024): 4171—
86, https://doi.org/10.55927/fjmr.v3111.11888.
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tersebut sejalan dengan Prinsip 10 Deklarasi Rio Tahun 1992 yang menegaskan pentingnya akses
terhadap informasi, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan
hidup.” Penguatan terhadap prinsip tersebut kemudian dituangkan dalam Convention on Access to
Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters
Tahun 1998 atau Konvensi Aarhus. Konvensi ini mewajibkan negara untuk menjamin tiga hak
prosedural utama, yaitu hak untuk memperoleh informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, serta hak untuk memperoleh
akses terhadap mekanisme keadilan apabila kedua hak tersebut dilanggar. Selain itu, Pasal 3 ayat (8)
Konvensi Aarhus mewajibkan negara untuk memastikan bahwa masyarakat tidak dikenai sanksi,
intimidasi, pelecehan, maupun bentuk tekanan lainnya akibat keterlibatan mereka dalam menjalankan
hak-hak tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia, penerapan perlindungan terhadap
partisipasi masyarakat menunjukkan dinamika yang beragam. Pada sejumlah perkara, lembaga
peradilan telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas
lingkungan hidup. Misalnya, dalam perkara PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul
Azis, Mahkamah Agung menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan para tergugat merupakan
bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatan atas dugaan kerusakan lingkungan akibat
kegiatan pertambangan. Pertimbangan serupa juga terlihat dalam perkara Willy Suhartono melawan H.
Rudy, ketika Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan bahwa
pengaduan yang disampaikan kepada berbagai institusi merupakan bagian dari hak partisipasi
masyarakat yang patut memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan terhadap pembela lingkungan
hidup juga tercermin dalam perkara Robandi dan kawan-kawan melawan PT Bangka Asindo Agri (PT
BAA).(Indrawati, 2022) Setelah mengajukan gugatan kelompok terkait dugaan pencemaran lingkungan,
para penggugat justru menghadapi proses pidana. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya menyatakan para terdakwa
bersalah. Putusan tersebut menunjukkan adanya pengakuan yudisial terhadap pentingnya melindungi
masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup. Meskipun demikian, perlindungan
tersebut belum diterapkan secara konsisten. Hal ini terlihat dalam kasus Budi Pego, seorang warga yang
menolak aktivitas pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. Dalam perkara tersebut, pengadilan
tidak menerapkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUPPLH. Budi Pego
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas tuduhan penyebaran ajaran komunisme yang
dikaitkan dengan aksi penolakan terhadap kegiatan pertambangan. Kasus ini menunjukkan bahwa
pembela lingkungan hidup masih rentan menghadapi kriminalisasi dan bahwa implementasi
perlindungan Anti-SLAPP belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan berbagai fakta dan praktik penegakan hukum yang telah dipaparkan, dapat
disimpulkan bahwa perlindungan terhadap peran serta masyarakat dalam isu lingkungan hidup di
Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk
melakukan pembenahan dan penguatan sistem hukum guna menjamin perlindungan yang lebih efektif
bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berbagai kasus
yang menunjukkan terjadinya kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang
menyuarakan persoalan lingkungan mengindikasikan bahwa mekanisme perlindungan hukum yang
tersedia belum sepenuhnya mampu mencegah tindakan represif terhadap partisipasi publik. Selain itu,
pengaturan yang ada masih memerlukan penguatan dari aspek normatif maupun implementatif agar
dapat memberikan kepastian hukum bagi para pembela lingkungan hidup.

7 Junior B. Gregorius, “Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Rekfleksi Sosio Yuridis

Atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan),” Article 1., Jurnal Hukumd&Pembangunan (Jakarta)
Vol. 39: No. 3 (2009), https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol39/iss3/1.
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Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana konstruksi hukum perlindungan
terhadap peran serta masyarakat dalam menghadapi Strategic Lawsuit Against Public Participation
(SLAPP) dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia serta mengkaji bentuk penguatan mekanisme
Anti-SLAPP yang diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pembela
lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara
teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum,
khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hak asasi manusia, melalui penguatan kajian mengenai
perlindungan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, secara praktis,
hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi pembentuk kebijakan,
aparat penegak hukum, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat implementasi
perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan hidup dan mendorong pengembangan mekanisme
Anti-SLAPP yang lebih komprehensif di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori negara hukum (rule of
law), teori hak asasi manusia, teori partisipasi publik (public participation), serta konsep Strategic
Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dan Anti-SLAPP sebagai landasan analisis. Teori negara
hukum digunakan untuk menjelaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap
keadilan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Teori hak asasi manusia memberikan dasar
normatif bagi perlindungan kebebasan berekspresi, hak berpartisipasi, dan hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat. Selanjutnya, teori partisipasi publik menempatkan masyarakat sebagai aktor yang
memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pengelolaan
lingkungan hidup. Adapun konsep SLAPP digunakan untuk menjelaskan praktik penyalahgunaan
instrumen hukum yang bertujuan menghambat, mengintimidasi, atau membungkam partisipasi publik
dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup. Sebaliknya, konsep Anti-SLAPP dipahami
sebagai instrumen perlindungan hukum yang dirancang untuk mencegah dan menanggulangi tindakan
represif terhadap individu maupun kelompok yang memperjuangkan kepentingan publik, khususnya
dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis untuk
mengkaji secara sistematis pengaturan dan implementasi perlindungan terhadap peran serta masyarakat dalam
menghadapi Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dalam sistem hukum lingkungan di
Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yurudis normatif dengan menelaah bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal
ilmiah, hasil penelitian, laporan, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan
ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (/ibrary research) dengan teknik studi
dokumen dan studi literatur. Untuk menganalis data penelitian dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran
terhadap norma, asas, teori, dan konsep hukum yang relevan dengan penelitian. Analisis tersebut bertujuan
untuk mendeskripsikan pengaturan dan implementasi perlindungan hukum bagi pembela lingkungan hidup,
mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam penerapan mekanisme An#i-SLAPP, serta merumuskan
rekomendasi penguatan kebijakan agar dapat menciptakan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat dalam
memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
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PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Menghadapi
Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Dalam Sistem Hukum Lingkungan
Di Indonesia

Konsep Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) pertama kali diperkenalkan oleh
George W. Pring dan Penelope Canan pada tahun 1980 berdasarkan penelitian terhadap 228 kasus
partisipasi publik di Amerika Serikat.® Penelitian tersebut mengidentifikasi adanya pola penggunaan
instrumen hukum untuk menyerang individu atau kelompok masyarakat yang menggunakan hak
kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Melalui gugatan hukum, para penggugat berupaya menekan, mengintimidasi, dan membungkam
masyarakat yang berusaha memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Temuan Pring dan
Canan menunjukkan bahwa praktik SLAPP menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya
aktivitas advokasi, berkurangnya dukungan sumber daya dan pendanaan, serta melemahnya gerakan
masyarakat akibat ketakutan terhadap ancaman tuntutan hukum dan klaim ganti rugi. Sasaran SLAPP
umumnya berasal dari kelompok masyarakat biasa, terutama kalangan menengah ke bawah, yang
berupaya menyuarakan kepentingannya dalam proses kebijakan publik. Pada hakikatnya, SLAPP
merupakan strategi hukum yang digunakan untuk menghambat atau menghilangkan partisipasi publik
melalui tujuan tersembunyi yang tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh kemenangan hukum.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara ekonomi, psikologis, dan sosial, tetapi juga
menimbulkan efek jera (chilling effect) yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat secara lebih luas.
Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem demokrasi.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berfungsi sebagai sarana untuk
menyampaikan informasi, aspirasi, dan perspektif yang mungkin tidak diketahui atau terabaikan oleh
pemerintah. Pembatasan terhadap partisipasi publik melalui praktik SLAPP pada dasarnya tidak hanya
merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dan
tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation
(SLAPP) sangat beragam dan dapat muncul dalam berbagai bentuk tindakan hukum maupun non-
hukum, seperti gugatan pencemaran nama baik, tuduhan penghasutan, penganiayaan, maupun bentuk
intimidasi lainnya.” Dalam praktiknya, tujuan utama SLAPP bukanlah untuk membuktikan hak atau
mencari kebenaran materiil di hadapan hukum, melainkan untuk membebani korban dengan proses yang
panjang, menguras waktu, biaya, dan energi, serta mengalihkan perhatian dari isu kepentingan publik
yang sedang diperjuangkan. SLAPP sering digunakan sebagai instrumen untuk menekan dan
membungkam partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Mengingat dampaknya yang merugikan demokrasi dan partisipasi masyarakat, praktik SLAPP
perlu ditanggulangi melalui mekanisme Anti-SLAPP yang efektif. Mekanisme tersebut harus mampu
mengidentifikasi dan menghentikan perkara SLAPP sejak tahap awal agar dampak pembungkaman
tidak berlarut-larut dan masyarakat tetap dapat berpartisipasi secara bermakna dalam isu-isu

8 Republic of the Philippines Supreme Court, Rules of Procedure for Environmental Cases 1 RULES OF
PROCEDURE FOR ENVIRONMENTAL CASES Republic of the Philippines Supreme Court, A.M. No. 09-6-8-
SC (MANILA, PHILIPPINES, 2010), https://sc.judiciary.gov.ph/wp-content/uploads/2023/05/A.m.No_.09-6-
8-SC_Rules_of Procedure for Envi_ Cases.pdf.

 Peter Coe, Rebecca Moosavian, and Paul Wragg, “Addressing Strategic Lawsuits against Public
Participation (SLAPPs): A Critical Interrogation of Legislative, and Judicial Responses,” Journal of Media Law
17, no. 1 (January 2025): 103—42, https://doi.org/10.1080/17577632.2024.2443096.
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kepentingan publik.'® Selain itu, korban SLAPP perlu memperoleh pemulihan yang memadai, baik
berupa penggantian biaya perkara dan biaya bantuan hukum, kompensasi atas kerugian materiil maupun
immateriil, serta rehabilitasi nama baik dan hak-haknya. Dengan adanya perlindungan dan pemulihan
yang efektif, masyarakat akan memiliki jaminan yang lebih kuat untuk terus berpartisipasi dalam proses
pemerintahan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.!! Perlindungan Anti-
SLAPP pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas
kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam urusan publik. Pembahasan mengenai
Anti-SLAPP tidak dapat dilepaskan dari kerangka perlindungan hukum terhadap partisipasi publik.
Dalam konteks Indonesia, pengaturan Anti-SLAPP secara eksplisit baru ditemukan dalam rezim hukum
lingkungan hidup, meskipun prinsip-prinsip perlindungan terhadap partisipasi masyarakat telah
berkembang dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional.

Dalam konteks lingkungan hidup, perlindungan terhadap partisipasi masyarakat diatur secara
khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH).!? Pasal 65 memberikan jaminan hak atas pendidikan lingkungan hidup,
akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan, termasuk hak untuk mengajukan keberatan
terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta hak untuk menyampaikan
pengaduan atas dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, Pasal 70
menegaskan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial, memberikan saran, pendapat,
keberatan, pengaduan, serta menyampaikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Perlindungan Anti-SLAPP secara eksplisit diatur dalam Pasal 66 UUPPLH!?} yang menyatakan
bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat
dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan
hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup dari berbagai bentuk
intimidasi, kriminalisasi, maupun gugatan balasan. Penjelasan Pasal 66 menegaskan bahwa
perlindungan tersebut ditujukan untuk melindungi korban atau pelapor yang menempuh jalur hukum
akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup serta mencegah tindakan pembalasan dari pihak
yang dilaporkan. Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 UUPPLH'* harus dipahami secara terpadu sebagai
landasan normatif perlindungan partisipasi masyarakat dan penerapan mekanisme Anti-SLAPP dalam
hukum lingkungan Indonesia.

Meskipun demikian, para pembela lingkungan hidup sering menghadapi risiko berupa Strategic
Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Pring dan Canan mengidentifikasi empat karakteristik
utama SLAPP, yaitu adanya gugatan perdata atau gugatan balik yang menuntut ganti rugi atau tindakan
tertentu, ditujukan kepada individu atau organisasi non-pemerintah, diajukan sebagai respons atas
komunikasi yang dilakukan kepada lembaga atau pejabat publik, serta berkaitan dengan isu kepentingan
publik.'’ Benson dan Merriam kemudian menambahkan unsur kelima, yaitu adanya motif tersembunyi

10 Justin Borg-Barthet and Francesca Farrington, “The EU’s Anti-SLAPP Directive: A Partial Victory for
Rule of Law Advocacy in Europe,” German Law Journal 25, no. 6 (August 2024): 840-55,
https://doi.org/10.1017/g1j.2024.51.
1 Coe, Moosavian, and Wragg, “Addressing Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPPs).”
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
15 Adriaan Bedner, “An Elementary Approach to the Rule of Law,” Hague Journal on the Rule of Law 2,
no. 01 (March 2010): 48—74, https://doi.org/10.1017/S1876404510100037.
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yang bersifat politik atau ekonomi serta lemahnya dasar hukum gugatan yang diajukan. Selain melalui
karakteristik tersebut, SLAPP juga dapat dikenali dari tujuan yang ingin dicapai oleh penggugat.
Pertama, mengalihkan konflik dari persoalan kepentingan publik menjadi sengketa pribadi. Kedua,
mengalihkan forum penyelesaian dari ruang partisipasi publik ke forum peradilan yang bersifat formal
dan berbiaya tinggi. Ketiga, mengalihkan isu yang semula berkaitan dengan kepentingan publik menjadi
persoalan perdata atau pidana yang menargetkan individu maupun organisasi yang aktif melakukan
advokasi. Melalui strategi tersebut, SLAPP tidak hanya ditujukan untuk memenangkan perkara, tetapi
juga untuk membatasi, mengintimidasi, dan melemahkan partisipasi masyarakat dalam
memperjuangkan kepentingan publik.'®

2. Konsistensi Pengadilan dalam Perkara Peran Serta Masyarakat Untuk Mewujudkan
Kepastian hukum

Implementasi perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam menghadapi Strategic Lawsuit
Against Public Participation (SLAPP) dapat ditinjau melalui berbagai perkara yang telah muncul dalam
praktik penegakan hukum di Indonesia. SLAPP tidak hanya diwujudkan dalam bentuk gugatan perdata
yang bertujuan membebani masyarakat dengan tuntutan ganti rugi atau klaim pencemaran nama baik,
tetapi juga dapat muncul dalam bentuk pelaporan dan proses pidana yang berpotensi mengkriminalisasi
individu maupun kelompok yang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup. Berbagai kasus yang
terjadi menunjukkan bahwa instrumen hukum perdata maupun pidana kerap digunakan sebagai sarana
untuk menekan, mengintimidasi, atau membungkam partisipasi publik dalam isu lingkungan hidup.
Perkara-perkara tersebut juga memperlihatkan bagaimana mekanisme perlindungan hukum, khususnya
prinsip Anti-SLAPP, diterapkan oleh para pihak maupun ditafsirkan oleh lembaga peradilan dalam
memberikan perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup.

Salah satu perkara perdata yang sering dijadikan contoh praktik Strategic Lawsuit Against Public
Participation (SLAPP) di Indonesia adalah kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) melawan
Rignolda Djamaluddin. PT NMR, perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara, mengajukan gugatan perdata terhadap Rignolda Djamaluddin, dosen
Universitas Sam Ratulangi sekaligus Direktur Yayasan Kelola, dengan dasar tuduhan pencemaran nama
baik. Gugatan tersebut dipicu oleh pernyataan Rignolda yang dimuat dalam Harian Kompas dan Sinar
Harapan pada Juli 2004 mengenai dugaan dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas
pertambangan PT NMR. Rignolda mengemukakan bahwa limbah pertambangan perusahaan diduga
menyebabkan munculnya gejala penyakit Minamata pada masyarakat sekitar serta menimbulkan korban
jiwa. Atas pernyataan tersebut, PT NMR menuntut ganti rugi sebesar USD 500.000 untuk kerugian
materiil dan USD 1.000.000 untuk kerugian immateriil, serta meminta agar tergugat menyampaikan
permohonan maaf melalui sejumlah media massa. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Manado
melalui Putusan Nomor 278/Pdt.G/2004/PN.Mdo mengabulkan gugatan PT NMR dan menghukum
Rignolda untuk membayar ganti rugi serta melakukan permintaan maaf. Putusan tersebut kemudian
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor 28/Pdt/2006/PT.Mdo. Pada tingkat
kasasi Mahkamah Agung membatalkan kedua putusan tersebut dan mengabulkan permohonan
Rignolda. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pendapat yang disampaikan oleh Rignolda
merupakan bagian dari tugas akademik dan profesinya sebagai peneliti serta ahli lingkungan yang
menjalankan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam menghadapi
gugatan tersebut, tim kuasa hukum Rignolda menerapkan sejumlah strategi yang dapat dipandang
sebagai bentuk perlindungan Anti-SLAPP. Pada tahap awal persidangan, kuasa hukum mengajukan

16 Francesca Farrington and Magdalena Zabrocka, “Punishment by Process: The Development of Anti-
SLAPP Legislation in the European Union,” ERA Forum 24, no. 4 (December 2023): 519-34,
https://doi.org/10.1007/s12027-023-00774-5.
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eksepsi dengan menegaskan bahwa tindakan Rignolda merupakan bentuk partisipasi publik yang
dilindungi oleh Pasal 5 ayat (3) juncto Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
Meskipun pada saat itu belum terdapat ketentuan Anti-SLAPP yang diatur secara eksplisit, hak
partisipasi masyarakat dijadikan landasan utama dalam pembelaan.!”

Perkara lain yang menunjukkan penerapan prinsip Anti-SLAPP dalam sengketa lingkungan hidup
adalah kasus Willy Suhartanto melawan H. Rudy. Pada tahun 2014, Willy Suhartanto selaku Direktur
PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri (PT SSM) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
terhadap H. Rudy berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gugatan tersebut
berawal dari berbagai upaya yang dilakukan H. Rudy untuk menyampaikan keberatan terhadap
pembangunan The Rayja Batu Resort, proyek yang dikembangkan oleh PT SSM di Kota Batu.
Keberatan tersebut disampaikan melalui surat pengaduan kepada berbagai lembaga negara, antara lain
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ombudsman, Komnas
HAM, DPR RI, DPRD Kota Batu, serta organisasi kemahasiswaan. Selain itu, H. Rudy bersama warga
setempat juga melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan resort
yang dinilai berpotensi mengancam keberadaan sumber mata air dan menimbulkan dampak lingkungan.
Atas tindakan tersebut, penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp30,025 miliar. Dalam jawabannya, H.
Rudy sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dengan mendalilkan bahwa seluruh tindakan yang
dilakukannya merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan
berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Pasal 66
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. H.
Rudy juga menegaskan bahwa gugatan yang diajukan PT SSM merupakan bentuk SLAPP karena
menggunakan instrumen hukum untuk membungkam partisipasi publik yang mengkritisi suatu
kebijakan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Menurutnya, penolakan
masyarakat terhadap pembangunan resort harus dipahami sebagai wujud partisipasi publik dalam
menjaga kelestarian lingkungan, bukan sebagai tindakan yang menghambat investasi.'®

Untuk memperkuat argumentasinya, H. Rudy menghadirkan saksi ahli yang menjelaskan bahwa
hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak yang dijamin
oleh konstitusi serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mencakup hak atas
informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak memperoleh akses terhadap
keadilan lingkungan. Dalam gugatan rekonvensinya H. Rudy juga menguraikan berbagai kerugian yang
dialaminya selama memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk upaya
mendorong transparansi perizinan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tingkat pertama,
Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan rekonvensi dan menyatakan bahwa pihak penggugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan juga memerintahkan penghentian kegiatan
pembangunan The Rayja Resort serta menjatuhkan kewajiban pembayaran ganti rugi. Putusan tersebut
kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Nomor 701/PDT/2014/PT.SBY.
Meskipun Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan sebelumnya melalui
Putusan Nomor 2263 K/Pdt/2015, posisi hukum H. Rudy sebagai pihak yang memperjuangkan
kepentingan lingkungan tetap memperoleh pengakuan dan perlindungan. Selain melakukan pembelaan
melalui jalur litigasi, H. Rudy bersama masyarakat juga menempuh berbagai langkah advokasi sebagai
bagian dari strategi Anti-SLAPP. Salah satunya adalah mendesak agar perkara diperiksa oleh hakim yang

17 Sembiring, “MERUMUSKAN PERATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC
PARTICIPATION DI INDONESIA.”

8 Nani Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia,” Media Iuris 5, no. 1 (February 2022): 115,
https://doi.org/10.20473/mi.v511.33052.
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memiliki sertifikasi lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Permintaan tersebut dikabulkan
sehingga perkara diperiksa oleh hakim yang memiliki kompetensi khusus di bidang lingkungan. Di
samping itu, masyarakat dan berbagai organisasi sipil aktif melakukan kampanye publik serta diskusi
bersama perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai
pentingnya perlindungan sumber mata air Gemulo. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting
bagaimana mekanisme Anti-SLAPP digunakan untuk melindungi masyarakat yang memperjuangkan
kepentingan lingkungan hidup dari gugatan yang berpotensi membatasi partisipasi publik.

Kasus lain yang menunjukkan karakteristik Strategic Lawsuit Against Public Participation
(SLAPP) adalah gugatan yang diajukan oleh Nur Alam terhadap Basuki Wasis dan tim penyusun laporan
kerugian lingkungan. Pada Maret 2018, Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang saat itu
sedang menjalani proses persidangan tindak pidana korupsi, mengajukan gugatan perdata terhadap
Basuki Wasis beserta anggota timnya dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Basuki Wasis merupakan
akademisi sekaligus ahli lingkungan yang ditunjuk untuk memimpin tim penyusun laporan perhitungan
kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan PT
Anugrah Harisma Barakah (PT AHB) di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi
Tenggara. Laporan tersebut kemudian digunakan oleh penuntut umum sebagai alat bukti dalam perkara
korupsi yang menjerat Nur Alam terkait penerbitan izin usaha pertambangan yang diduga menimbulkan
kerugian negara. Dalam gugatannya, Nur Alam mendalilkan bahwa Basuki Wasis dan tim telah
melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut penggugat, laporan perhitungan kerugian lingkungan yang
disusun oleh para tergugat tidak menggunakan dasar hukum yang tepat, mengandung berbagai
kekeliruan, dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya. Oleh karena itu, Nur Alam menuntut ganti
rugi materiil sebesar Rp1.472.723.024 dan ganti rugi immateriil sebesar Rp3 triliun. Dalam perkara ini,
Basuki Wasis ditempatkan sebagai tergugat, sementara anggota tim penyusun laporan serta Institut
Pertanian Bogor (IPB) sebagai institusi tempat para ahli tersebut bernaung turut dijadikan pihak dalam
gugatan. Gugatan tersebut kemudian dipandang sebagai bentuk SLAPP karena ditujukan kepada ahli
yang menjalankan tugas profesional dan akademiknya dalam memberikan keterangan ilmiah untuk
kepentingan penegakan hukum. Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik SLAPP tidak hanya menyasar
aktivis atau masyarakat yang melakukan advokasi lingkungan, tetapi juga dapat ditujukan kepada
akademisi, peneliti, dan ahli yang memberikan pendapat profesional atau keterangan ilmiah dalam
proses penegakan hukum.' Oleh karena itu, perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup perlu
dimaknai secara luas, mencakup seluruh pihak yang berkontribusi dalam perlindungan lingkungan hidup
dan kepentingan publik, termasuk kalangan akademisi dan ahli yang menjalankan tugas profesinya
secara independen.

Kasus lain yang memperlihatkan karakteristik Strategic Lawsuit Against Public Participation
(SLAPP) adalah gugatan yang diajukan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) terhadap Bambang Hero
Saharjo. PT JJP merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau. Sebelumnya, perusahaan tersebut dinyatakan bertanggung jawab atas kebakaran
lahan gambut dan melalui putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 diwajibkan membayar ganti rugi
serta biaya pemulihan lingkungan dengan nilai mencapai sekitar Rp491 miliar. Dalam perkara tersebut,
Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), berperan
sebagai ahli yang memberikan keterangan dan analisis ilmiah terkait kerusakan lingkungan akibat
kebakaran lahan gambut. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, PT JJP mengajukan gugatan perdata
terhadap Bambang Hero di Pengadilan Negeri Cibinong dengan dasar perbuatan melawan hukum.

19 Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia.”
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Gugatan tersebut pada pokoknya mempersoalkan keabsahan surat keterangan ahli yang menggunakan
kop surat IPB serta metode dan teknik analisis yang digunakan dalam perhitungan kerusakan
lingkungan, termasuk pemanfaatan laboratorium IPB dalam proses penyusunan keterangan ahli. Dalam
gugatannya, PT JJP menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp10 miliar dan ganti rugi immateriil sebesar
Rp500 miliar. Perkara ini dipandang sebagai bentuk SLAPP karena ditujukan kepada seorang ahli yang
menjalankan fungsi akademik dan profesionalnya dalam mendukung proses penegakan hukum
lingkungan. Gugatan tersebut tidak hanya berpotensi mengintimidasi Bambang Hero secara pribadi,
tetapi juga dapat menimbulkan efek pembungkaman terhadap para akademisi dan ahli yang memberikan
pendapat ilmiah dalam perkara lingkungan hidup.?’ Apabila tindakan semacam ini dibiarkan,
independensi keahlian dan peran akademisi dalam mendukung penegakan hukum berisiko mengalami
pelemahan. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting bahwa praktik SLAPP tidak hanya menyasar
aktivis atau masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, tetapi juga dapat ditujukan kepada
akademisi dan ahli yang berkontribusi dalam proses penegakan hukum lingkungan melalui penyediaan
keterangan dan analisis ilmiah.Perlindungan Anti-SLAPP perlu mencakup seluruh pihak yang
menjalankan fungsi perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan publik, termasuk para ahli yang
memberikan keterangan profesional dalam proses peradilan.

Kasus PT Bumi Konawe Abadi (PT BKA) melawan Daeng Kadir dan Abdul Aziz merupakan
salah satu putusan penting yang secara tegas menerapkan prinsip Anti-SLAPP dalam sengketa
lingkungan hidup di Indonesia. PT BKA merupakan perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di
Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan
membangun jalan tambang dan melakukan pengangkutan hasil produksi menggunakan truk dari lokasi
penambangan menuju tempat penampungan hasil tambang. Pada tahun 2013, PT BKA mengajukan
gugatan perdata terhadap Daeng Kadir dan Abdul Aziz dengan dasar perbuatan melawan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gugatan tersebut
diajukan karena kedua tergugat bersama masyarakat melakukan aksi demonstrasi dan pemalangan jalan
yang digunakan untuk pengangkutan hasil tambang. Menurut PT BKA, aksi tersebut menyebabkan
aktivitas pengangkutan bijih nikel terhambat selama beberapa hari sehingga perusahaan mengalami
kerugian produksi yang diperkirakan mencapai 48.000 ton. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan,
PT BKA menuntut ganti rugi sebesar Rp8.626.032.000,- kepada para tergugat. Namun demikian, aksi
yang dilakukan masyarakat sesungguhnya berangkat dari kekecewaan terhadap aktivitas pertambangan
yang dinilai telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Kecamatan Motui.
Masyarakat mempersoalkan dampak limbah pertambangan yang diduga mencemari lingkungan sekitar
dan merugikan aktivitas ekonomi warga, khususnya usaha tambak ikan dan udang. Menanggapi gugatan
tersebut, Daeng Kadir dan Abdul Aziz mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatannya, mereka
menjelaskan bahwa sejak beroperasinya PT BKA, kualitas lingkungan di sekitar wilayah tambang
mengalami penurunan. Limbah kegiatan pertambangan diduga mencemari kawasan tambak milik
masyarakat sehingga menyebabkan kematian ikan dan udang yang dibudidayakan serta mengakibatkan
kegagalan panen. Akibat kondisi tersebut, masing-masing penggugat rekonvensi mengaku mengalami
kerugian sekitar Rp201 juta. Bagi masyarakat, aksi demonstrasi dan pemalangan jalan merupakan
bentuk protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung terhadap mata
pencaharian mereka. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Unaaha melalui Putusan Nomor
16/Pdt.G/2013/PN.Unh mengabulkan sebagian gugatan PT BKA dan menolak gugatan rekonvensi para
tergugat. Akan tetapi, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari. Dalam
pertimbangannya, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa aksi pemalangan jalan dilakukan dalam rangka
demonstrasi masyarakat yang mempersoalkan dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas
pertambangan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, jalan tidak ditutup secara keseluruhan

20 Sembiring, “MERUMUSKAN PERATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC
PARTICIPATION DI INDONESIA.”
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sehingga kendaraan masih dapat melintas pada bagian tertentu. Pengadilan juga menegaskan bahwa
demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan dan dalam perkara ini telah dilakukan dengan izin dari pihak yang berwenang. tindakan para
tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. PT BKA kemudian
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut
dan menguatkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kendari. Dalam putusannya, Mahkamah Agung
menyatakan bahwa tindakan Daeng Kadir dan Abdul Aziz merupakan bentuk partisipasi masyarakat
dalam menyampaikan keberatan atas dugaan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan
pertambangan.?! Mahkamah Agung secara eksplisit merujuk Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menegaskan bahwa tindakan para
tergugat merupakan bentuk Anti-SLAPP yang mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian,
gugatan perusahaan tidak dapat dijadikan sarana untuk membungkam atau menghalangi partisipasi
masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkara ini
memiliki arti penting dalam perkembangan praktik Anti-SLAPP di Indonesia karena menunjukkan
adanya pengakuan yudisial terhadap perlindungan masyarakat yang melakukan advokasi lingkungan
melalui aksi demonstrasi. Putusan tersebut juga mempertegas bahwa hak masyarakat untuk
menyampaikan pendapat dan memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dikriminalisasi maupun
digugat secara perdata sepanjang dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan lingkungan
hidup dan hak konstitusional warga negara.

Kasus LSM Peduli Lingkungan PALI melawan PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field
merupakan salah satu contoh penting penerapan ketentuan Anti-SLAPP dalam perkara lingkungan hidup
di Indonesia. Dalam perkara ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan PALI
mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap PT Pertamina EP Asset 2
Pendopo Adera Field berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, serta Pasal 3 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan
pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan operasional Stasiun Pengumpul Utama (SPU)
Dewa milik PT Pertamina yang diduga membuang limbah mengandung logam berat ke Sungai Lamban
Aki, yang merupakan anak Sungai Suban. Menurut penggugat, pencemaran tersebut berpotensi
menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah
terdampak. Sungai Suban yang menerima aliran dari Sungai Lamban Aki merupakan sumber air bagi
sedikitnya tujuh desa yang memanfaatkan sungai tersebut untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Oleh
karena itu, LSM Peduli Lingkungan PALI menuntut PT Pertamina untuk melakukan berbagai tindakan
pemulihan lingkungan, antara lain memindahkan fasilitas SPU Dewa ke lokasi yang lebih aman,
membersihkan endapan minyak di Sungai Lamban Aki dan Sungai Suban, memulihkan lahan pertanian
yang tercemar, menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat, serta mengganti dan memperbaiki
instalasi pipa yang terhubung dengan fasilitas operasional perusahaan. Menanggapi gugatan tersebut,
PT Pertamina mengajukan gugatan rekonvensi terhadap LSM Peduli Lingkungan PALI dan Muhammad
Ikbal selaku ketua organisasi. Dalam gugatan balik tersebut, PT Pertamina mendalilkan bahwa gugatan
yang diajukan oleh LSM dilakukan dengan itikad buruk dan merupakan perbuatan melawan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Pertamina meminta
pengadilan menyatakan bahwa para tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum,
serta menuntut penggantian biaya penanganan perkara sebesar Rp100 juta dan ganti rugi immateriil atas
kerugian citra dan nama baik perusahaan sebesar Rp10 miliar. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan bahwa penggugat konvensi tidak berhasil membuktikan
dalil-dalil mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pertamina. Namun

2! Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia.”
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demikian, terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan perusahaan, majelis hakim memberikan
pertimbangan berbeda. Hakim menegaskan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
mengatur perlindungan Anti-SLAPP bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut melarang penggunaan instrumen hukum, baik gugatan perdata
maupun pelaporan pidana, sebagai sarana untuk membungkam partisipasi masyarakat dalam
memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim
menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan PT Pertamina tidak dapat diterima karena
bertentangan dengan prinsip perlindungan Anti-SLAPP. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor
17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre pada akhirnya menolak seluruh gugatan konvensi, menyatakan gugatan
rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk
membayar biaya perkara. Meskipun gugatan lingkungan yang diajukan LSM Peduli Lingkungan PALI
tidak berhasil dikabulkan, putusan ini memiliki arti penting karena menunjukkan pengakuan pengadilan
terhadap keberadaan dan fungsi Pasal 66 UUPPLH sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat
dan organisasi lingkungan yang menjalankan hak partisipasinya dalam memperjuangkan perlindungan
lingkungan hidup. Perkara ini memperlihatkan bahwa mekanisme Ant#i-SLAPP tidak hanya berfungsi
melindungi individu, tetapi juga organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi lingkungan.**

Berdasarkan berbagai contoh kasus perdata SLAPP di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa
mekanisme perlindungan Anti-SLAPP telah mulai diakui dan diterapkan dalam praktik peradilan,
terutama dalam perkara lingkungan hidup. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pola penggunaan gugatan
perdata umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk membatasi atau membungkam partisipasi
publik, baik oleh masyarakat, aktivis, akademisi, maupun organisasi lingkungan. Pengadilan dalam
beberapa putusan penting telah menegaskan bahwa tindakan berupa kritik, demonstrasi, pemberian
keterangan ahli, maupun advokasi lingkungan merupakan bentuk partisipasi publik yang dilindungi oleh
Pasal 66 UUPPLH dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan
Anti-SLAPP juga diperkuat melalui strategi litigasi (eksepsi, rekonvensi, dan pembuktian ahli) serta
dukungan masyarakat sipil di luar pengadilan. Meski demikian, penerapannya masih belum sepenuhnya
konsisten di semua perkara. Dengan demikian, Anti-SLAPP di Indonesia telah berkembang sebagai
prinsip perlindungan yudisial terhadap partisipasi publik dalam isu lingkungan hidup, tetapi masih
memerlukan penguatan agar penerapannya lebih seragam dan memberikan kepastian hukum

Dalam kasus pidana seperti, Kasus Robandi dan Kawan-kawan dengan nomor perkara
21/PID/2021/PT BBL merupakan perkara pidana yang melibatkan enam Ketua RT dan satu Aparatur
Sipil Negara (ASN), yaitu Robandi, Muhammad, Mulyadi, Syamsul Effendi, Heti Rukmana, dan
Aditama. Para terdakwa merupakan warga Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten
Bangka, yang aktif menyuarakan penolakan terhadap dampak pencemaran bau yang diduga ditimbulkan
oleh perusahaan tapioka PT BAA. Sebelum perkara pidana ini muncul, masyarakat telah menempuh
berbagai upaya keberatan, termasuk pengaduan kepada instansi terkait serta pengajuan gugatan class
action di Pengadilan Negeri Sungailiat. Gugatan tersebut tidak diterima karena persoalan legal standing
menurut Putusan Sela PN Sungailiat Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Sgl. Setelah kegagalan upaya perdata
tersebut, enam Ketua RT justru dilaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian diproses secara pidana
oleh Polres Bangka. Dalam proses penyidikan, para terdakwa dikenakan pasal-pasal terkait KUHP,
yakni Pasal 228 jo. Pasal 55 ayat (1) serta Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Laporan pidana
tersebut diajukan oleh pihak warga yang berseberangan, sehingga menimbulkan dugaan bahwa perkara
ini berkaitan dengan upaya pembungkaman terhadap partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan.
Dalam proses persidangan, tim penasihat hukum para terdakwa mengajukan pembelaan dengan
memasukkan argumentasi Anti-SLAPP dalam eksepsi dan nota pembelaan. Mereka menegaskan bahwa

2 Junior B. Gregorius, “Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Rekfleksi Sosio
Yuridis Atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan).”
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para terdakwa merupakan bagian dari “pejuang lingkungan” yang menjalankan hak konstitusionalnya
untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk memperkuat dalil tersebut,
diajukan saksi fakta yang menjelaskan latar belakang perjuangan masyarakat serta saksi ahli yang
menerangkan konsep Anti-SLAPP dalam perlindungan hukum lingkungan. Pengadilan dalam
putusannya merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.? Pengadilan menyatakan bahwa meskipun unsur perbuatan dalam
dakwaan terbukti, tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena termasuk
dalam kategori perlindungan Anti-SLAPP. Hakim juga menafsirkan bahwa “partisipasi”” dalam Pasal 66
UUPPLH mencakup aktivitas memperjuangkan lingkungan, termasuk melalui ekspresi dan pengaduan
masyarakat. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa Pasal 66 UUPPLH
mengandung dua unsur utama Anti-SLAPP, yaitu partisipasi atau ekspresi masyarakat serta kepentingan
publik di bidang lingkungan hidup. Pengadilan juga menegaskan bahwa SLAPP merupakan bentuk
pembungkaman yang bertujuan menimbulkan ketakutan agar masyarakat tidak lagi mengkritisi atau
memprotes kegiatan usaha yang diduga mencemari lingkungan., kasus Robandi dkk. menjadi salah satu
preseden penting dalam penerapan Anti-SLAPP di Indonesia pada ranah pidana, karena secara eksplisit
mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan hidup memperoleh perlindungan hukum
dan tidak dapat dijadikan objek kriminalisasi.

Salah satu perkara pidana yang sering dijadikan rujukan dalam gagasan Anti-SLAPP di Indonesia
adalah kasus Robandi dkk. dengan nomor perkara 21/PID/2021/PT BBL. Perkara ini melibatkan enam
Ketua RT dan satu ASN di Kelurahan Kenanga, Kabupaten Bangka, yang memperjuangkan hak
masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat akibat dugaan pencemaran bau dari pabrik
tapioka PT BAA. Sebelum proses pidana, masyarakat telah menempuh berbagai upaya hukum, termasuk
pengaduan ke instansi terkait dan gugatan class action di Pengadilan Negeri Sungailiat, namun gugatan
tersebut tidak diterima karena alasan legal standing. Setelah upaya perdata tersebut gagal, para Ketua
RT kemudian dilaporkan ke kepolisian dan diproses secara pidana dengan tuduhan pelanggaran KUHP.
Dalam pembelaannya, penasihat hukum menegaskan bahwa para terdakwa merupakan bagian dari
perjuangan lingkungan dan karenanya dilindungi oleh prinsip Anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pembelaan ini diperkuat dengan saksi
fakta, saksi ahli, serta argumentasi bahwa tindakan para terdakwa merupakan bentuk partisipasi publik
dalam perlindungan lingkungan hidup. Majelis hakim dalam putusannya kemudian menegaskan bahwa
tindakan para terdakwa merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun unsur perbuatan dalam dakwaan dinyatakan terpenubhi,
pengadilan menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena termasuk
dalam perlindungan Anti-SLAPP. Hakim juga menafsirkan bahwa Pasal 66 UUPPLH mengandung
unsur partisipasi publik dan kepentingan lingkungan, serta menegaskan bahwa SLAPP merupakan
upaya pembungkaman terhadap kritik masyarakat atas aktivitas yang berdampak pada lingkungan.>*

Selain itu, terdapat pula kasus Sawin, Sukma, dan Nanto yang juga berkaitan dengan penerapan
prinsip Anti-SLAPP dalam konteks pidana. Perkara ini berawal dari penolakan masyarakat yang
tergabung dalam JATAYU (Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu) terhadap pembangunan PLTU
Indramayu 2x1000 MW. Penolakan tersebut sebelumnya diwujudkan melalui gugatan di PTUN
Bandung terhadap izin lingkungan PLTU, yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama
dan menyatakan izin tersebut tidak sah serta dicabut. Sebagai bentuk ekspresi kemenangan atas putusan
tersebut, warga melakukan syukuran bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi dan memasang bendera

23 Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia.”
24 Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia.”
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merah putih. Namun, Sawin, Sukma, dan Nanto kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dengan
tuduhan memasang bendera negara secara tidak benar. Ketiganya membantah tuduhan tersebut dan
menyatakan bahwa pemasangan bendera dilakukan dengan benar, sementara dugaan perubahan posisi
bendera diduga terjadi setelahnya dan dianggap sebagai bentuk rekayasa serta kriminalisasi terhadap
warga.”> Dalam proses hukum, penasihat hukum para terdakwa menggunakan Pasal 66 UUPPLH
sebagai dasar perlindungan Anti-SLAPP. Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa tindakan
para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perjuangan lingkungan hidup, sehingga prinsip Anti-
SLAPP tidak dapat diterapkan. Akibatnya, ketiganya tetap dinyatakan bersalah dan diputus melakukan
tindak pidana.

Kedua kasus tersebut memperlihatkan dinamika penerapan Anfi-SLAPP dalam perkara pidana di
Indonesia. Di satu sisi, terdapat putusan yang mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam
isu lingkungan sebagai bagian dari Anti-SLAPP. Namun di sisi lain, terdapat pula putusan yang
membatasi penerapan tersebut karena penilaian hakim terhadap tidak terpenuhinya unsur perjuangan
lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Anti-SLAPP dalam praktik peradilan pidana
masih bersifat kasuistis dan belum sepenuhnya konsisten. Dalam perkembangan penerapan Anti-SLAPP
di Indonesia pada ranah pidana, terdapat beberapa kasus penting yang menunjukkan dinamika
perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan hidup, yaitu kasus Robandi dan
kawan-kawan, kasus Sawin—Sukma—Nanto, serta kasus Budi Pego.

Kasus Robandi dkk. (21/PID/2021/PT BBL) melibatkan warga Kelurahan Kenanga, Bangka,
yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup bersih akibat dugaan pencemaran industri tapioka PT
BAA. Setelah upaya gugatan class action ditolak, para tokoh warga justru diproses pidana. Dalam
pembelaannya, prinsip Anti-SLAPP berdasarkan Pasal 66 UUPPLH digunakan untuk menegaskan
bahwa tindakan mereka merupakan partisipasi publik. Pengadilan akhirnya menyatakan bahwa
meskipun unsur dakwaan terpenuhi, perbuatan para terdakwa bukan tindak pidana karena merupakan
bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Berbeda dengan itu, kasus Sawin,
Sukma, dan Nanto di Indramayu berawal dari penolakan warga terhadap pembangunan PLTU
Indramayu 2x1000 MW yang sebelumnya telah dikabulkan gugatan lingkungannya di PTUN Bandung.
Setelah melakukan ekspresi kemenangan berupa syukuran dan pemasangan bendera merah putih,
ketiganya justru dilaporkan secara pidana dengan tuduhan pelanggaran terkait bendera negara. Dalam
proses persidangan, pembelaan menggunakan Pasal 66 UUPPLH. Namun, pengadilan menilai bahwa
perbuatan para terdakwa tidak berkaitan dengan perjuangan lingkungan hidup sehingga perlindungan
Anti-SLAPP tidak dapat diterapkan dan para terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Perkara ini
menunjukkan bahwa penerapan Anti-SLAPP masih sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap
keterkaitan langsung dengan perjuangan lingkungan. Sementara itu, kasus Budi Pego (No.
559/Pid.B/2017/PN.Byw) merupakan bentuk lain dari dugaan SLAPP terhadap warga penolak tambang
emas Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi. Aktivitas pertambangan oleh PT Bumi Suksesindo dan PT
Damai Suksesindo telah menimbulkan dampak sosial-ekologis bagi masyarakat sekitar. Dalam aksi
penolakan, warga memasang spanduk yang kemudian menjadi dasar pelaporan pidana terhadap Budi
Pego dengan tuduhan penyebaran ideologi terlarang (Pasal 107a KUHP) karena adanya simbol yang
dianggap menyerupai palu arit. Dalam pembelaannya, Pasal 66 UUPPLH kembali digunakan sebagai
dasar Anti-SLAPP.(Sembiring, 2019) Hakim mengakui bahwa negara memberikan perlindungan khusus
terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam pertimbangannya, perlindungan
tersebut dibatasi hanya bagi mereka yang memperjuangkan haknya melalui cara-cara yang dianggap
benar menurut hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang sah. Akibatnya, Budi Pego
tidak termasuk dalam subjek yang dilindungi Pasal 66, sehingga tetap dipidana.

% Sembiring, “MERUMUSKAN PERATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC
PARTICIPATION DI INDONESIA.”
127

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia| http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law .

.: BY Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional



http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Res Nulhius w2 i
Law Journal

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Vol. 8 No. 2 Juli 2026

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Anti-SLAPP dalam perkara pidana di
Indonesia masih bertumpu pada Pasal 66 UU PPLH. Meskipun belum terdapat pengaturan pidana yang
secara eksplisit mengatur Anti-SLAPP, praktik peradilan menunjukkan adanya ruang bagi hakim untuk
melakukan penafsiran progresif dalam melindungi partisipasi publik dalam isu lingkungan. Namun
demikian, terdapat kritik penting bahwa pemaknaan Anti-SLAPP dalam praktik masih cenderung sempit
dan formalistik, karena hanya dikaitkan secara langsung dengan Pasal 66 UUPPLH. Padahal, secara
substansial, Anti-SLAPP seharusnya dipahami lebih luas sebagai perlindungan terhadap hak
konstitusional warga negara untuk berpartisipasi, berekspresi, dan memperjuangkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional. Meskipun ketiga
kasus tersebut menghasilkan putusan yang beragam, terdapat sejumlah pembelajaran penting yang dapat
ditarik. Pertama, advokat publik dapat memasukkan argumentasi Anti-SLAPP dalam eksepsi maupun
nota pembelaan (pledooi) sebagai bagian dari strategi hukum. Kedua, diperlukan pembuktian yang kuat
mengenai status para pihak sebagai pejuang lingkungan dan bentuk partisipasi publik yang dilakukan,
melalui penyajian alat bukti yang relevan serta menghadirkan saksi dan ahli yang memahami konsep
Anti-SLAPP. Ketiga, upaya non-litigasi seperti kampanye publik juga penting dilakukan untuk menarik
perhatian masyarakat luas, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan terhadap dugaan
praktik SLAPP. Keempat, strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi SLAPP akan dijelaskan
lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Selain itu, salah satu strategi penting adalah mengajukan gugatan rekonvensi, sebagaimana
tercermin dalam kasus Willy Suhartanto melawan H. Rudy, dengan menegaskan bahwa gugatan yang
diajukan merupakan bentuk SLAPP yang menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam konteks ini,
tuntutan ganti rugi sebaiknya difokuskan pada kerugian yang dialami akibat proses SLAPP, khususnya
kerugian yang timbul karena aktivitas pembelaan HAM dan lingkungan hidup. Sementara itu,
masyarakat terdampak langsung atau organisasi lingkungan dapat mengajukan rekonvensi yang
berkaitan dengan kerugian lingkungan yang nyata. Namun demikian, karena adanya syarat keterkaitan
yang erat dalam pengajuan rekonvensi, mekanisme ini lebih efektif digunakan oleh pihak yang memiliki
hubungan langsung dengan kerugian lingkungan. Bagi pihak yang tidak mengalami kerugian langsung
(akademisi, aktivis, atau jurnalis), tuntutan rekonvensi sebaiknya difokuskan pada kerugian akibat
SLAPP itu sendiri. Dalam setiap pembelaan, narasi yang digunakan perlu menekankan perlindungan
Pasal 66 UU PPLH, serta menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari partisipasi publik
dan perdebatan ilmiah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kasus SLAPP idealnya dihentikan sejak dini untuk mencegah efek pembungkaman yang
berkepanjangan. Meskipun demikian, beberapa perkara seperti Budi Pego, Sawin—Nanto—Sukma, dan
Robandi telah menggunakan dalil Anti-SLAPP sejak tahap eksepsi, meskipun belum ada putusan yang
benar-benar menghentikan perkara pada tahap awal. Oleh karena itu, pengacara publik perlu
membangun narasi Anti-SLAPP sejak tahap awal pendampingan dengan mengidentifikasi sejak dini
adanya indikasi SLAPP. Apabila tidak terdapat unsur tindak pidana dalam aktivitas partisipasi publik,
Pasal 66 UUPPLH dapat digunakan sebagai dasar penghentian perkara karena secara tegas menyatakan
bahwa partisipasi publik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Namun apabila dalam
proses partisipasi tersebut terdapat dugaan tindak pidana, maka Anti-SLAPP dapat digunakan sebagai
dasar penghapus pidana, baik melalui alasan pemaaf atau pembenar, maupun sebagai dasar peringanan
pidana dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kepentingan perlindungan HAM.?

Upaya penghentian SLAPP sedini mungkin dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme dalam
KUHAP sejak tahap pra-adjudikasi. Pada tahap penyelidikan, penghentian dapat dilakukan melalui
penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) setelah gelar perkara, apabila peristiwa

26 Junior B. Gregorius, “Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Rekfleksi Sosio
Yuridis Atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan).”
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dinyatakan bukan tindak pidana. Pada tahap penyidikan, korban SLAPP atau kuasa hukumnya perlu
menjelaskan secara komprehensif bahwa tindakan yang dilakukan merupakan partisipasi publik,
termasuk latar belakang, bentuk, dan konteks keterlibatan masyarakat dalam isu lingkungan. Dalam
kondisi ini, permohonan SP3 juga dapat diajukan apabila tidak ditemukan unsur tindak pidana.Pada
tahap penuntutan di kejaksaan, penegasan kembali bahwa peristiwa merupakan partisipasi publik
menjadi penting agar Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan
kewenangannya. Sementara itu, mekanisme praperadilan dapat digunakan sebagai instrumen terakhir
pada tahap pra-adjudikasi untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, atau penahanan,
serta untuk meminta rehabilitasi dan ganti kerugian apabila proses hukum terbukti tidak sah. Apabila
perkara berlanjut ke tahap persidangan, dalil Anti-SLAPP dapat diajukan melalui eksepsi dengan
menegaskan bahwa dakwaan tidak dapat diterima karena merupakan bentuk SLAPP, serta bahwa
perbuatan yang didakwakan merupakan bagian dari partisipasi publik yang dilindungi hukum.
Pembuktian kemudian diperkuat melalui saksi dan ahli yang menjelaskan karakter SLAPP, hak
partisipasi publik, serta prinsip proporsionalitas dalam kebebasan berekspresi. Narasi ini kemudian
dilanjutkan dalam pledooi yang menegaskan kembali bahwa perkara merupakan SLAPP yang tidak
dapat dipidana serta dapat disertai permohonan ganti kerugian akibat proses hukum yang dialami.?’ Jika
dalil Anti-SLAPP tidak diakomodasi dalam putusan tingkat pertama, maka upaya hukum banding atau
kasasi dapat ditempuh dengan menekankan kembali bahwa perkara merupakan SLAPP, menunjukkan
fakta yang diabaikan oleh pengadilan, serta meminta pengakuan atas pelanggaran hak partisipasi publik
dan pemulihan kerugian akibat proses peradilan. Dengan demikian, keseluruhan mekanisme ini
menunjukkan bahwa strategi Anti-SLAPP tidak hanya bersifat defensif di persidangan, tetapi juga
mencakup pendekatan preventif sejak tahap awal proses hukum, penguatan advokasi publik, serta
pemanfaatan seluruh instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi hak partisipasi masyarakat
dalam isu lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum perlindungan
terhadap peran serta masyarakat dalam menghadapi Strategic Lawsuit Against Public Participation
(SLAPP) dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia pada dasarnya masih bertumpu pada
pengakuan normatif terhadap hak partisipasi publik yang dijamin oleh hukum lingkungan, khususnya
dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. SLAPP sendiri dipahami sebagai strategi
hukum yang secara substansial bertujuan menghambat, mengintimidasi, atau menghilangkan
partisipasi publik dalam isu lingkungan, bukan semata-mata untuk mencari kebenaran materiil,
melainkan untuk membebani pihak yang bersuara melalui proses hukum yang panjang, melelahkan,
dan mengalihkan perhatian dari substansi persoalan lingkungan. SLAPP dalam perkembangannya
tidak hanya termanifestasi dalam bentuk gugatan perdata antara korporasi dan masyarakat, tetapi juga
dapat muncul dalam berbagai bentuk tindakan represif lain, termasuk proses pidana maupun tindakan
non-litigasi yang berfungsi menekan dan membungkam kelompok masyarakat yang menyuarakan
kepentingan publik. Dalam konteks ini, pengembangkan pemaknaan yang lebih luas terhadap SLAPP
sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing seperti memperluas konsep SLAPP menjadi
Strategic Legal Action Against Public Participation, sehingga cakupannya tidak terbatas pada
gugatan perdata (lawsuit), tetapi mencakup seluruh bentuk tindakan hukum yang berpotensi
digunakan untuk membatasi partisipasi publik.

27 Bahder Johan Nasution, “KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI
PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN,” Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 2 (August 2014),
https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106.
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SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diajukan adalah perlunya pembaruan dan
penguatan mekanisme Anti-SLAPP dalam sistem hukum Indonesia secara komprehensif, khususnya
melalui reformasi hukum acara pidana dan perdata. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dan Hukum Acara Perdata diperlukan untuk secara tegas mengkategorikan perkara SLAPP
sebagai perkara yang dapat dihentikan sejak dini, yakni pada tahap penyidikan dalam perkara pidana
dan pada tahap putusan sela dalam perkara perdata. Di samping itu, perlu dikembangkan mekanisme
penyaringan awal (early filtering) untuk menilai sejak tahap paling awal apakah suatu perkara
tergolong SLAPP atau bukan, guna mencegah berlangsungnya proses hukum yang bersifat
intimidatif dan membebani partisipasi publik. Dalam konteks sektor lingkungan hidup, diperlukan
penguatan regulasi teknis melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang secara eksplisit
mengintegrasikan SLAPP dalam rezim penegakan hukum lingkungan, sehingga KLH dapat berperan
sebagai koordinator dalam penanganan kasus-kasus SLAPP. Pada tingkat yang lebih fundamental,
urgensi pembentukan Undang-Undang Anti-SLAPP menjadi penting untuk mengatur secara
komprehensif mengenai definisi, ruang lingkup, subjek, mekanisme perlindungan, serta hukum acara
khusus dalam penanganan SLAPP. Lebih jauh lagi, penguatan ini dapat diperluas melalui
pembentukan Undang-Undang tentang Partisipasi Publik sebagai dasar normatif yang lebih holistik
dalam menjamin dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup
dan demokrasi lingkungan.
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